
 

 
 

ABSTRAK 

Muhammad Ihsan Saepudillah 1213040091 “ Perbandingan Hukum Politik Uang 

Menurut Nahdatul Ulama dan Muhamadiyyah “ 

Politik Uang merupakan tindakan yang dilarang secara Agama dan konstitusi. 

Praktik Politik uang sangat masif terjadi ketika mendekati pemilu. Hal tersebut 

memantik dua organisasi besar Islam, yaitu Nahdatul Ulama dan Muhamadiyyah 

untuk merespon Politik uang dan juga sekaligus memberikan Fatwa terkait 

Tindakan tersebut. Perbedaan Organisasi tentu memiliki implikasi terhadap 

perbedaan hukum, maka dengan itu perbedaan hukum antara Nahdatul Ulama dan 

Muhamadiyyah menjadi menarik untuk diteliti. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan Hukum antara 

Fatwa Nahdatul Ulama dan Fatwa Muhamadiyah mengenai Hukum Politik Uang 

Perbedaan Fatwa Nahdatul Ulama dan Fatwa Muhamadiyyah dirumuskan dalam 

beberapa rumusan: (1). terkait permasalahan hukum politik uang menurut Nahdatul 

Ulama dan Muhamadiyyah, (2).  metode penetapan yang dipakai oleh Nahdatul 

Ulama dan Muhamadiyyah pada hukum politik Uang ,(3). faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan antara Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah dalam 

penetapan hukum politik uang.  

Kerangka berpikir yang digunakan penelitian ini  adalah  teori al-ikhtilafiyyah 

sebagai kerangka teori yang berguna untuk menguraikan masalah, dalam ruang 

lingkup Ilmu Fiqh, perbedaan pendapat menjadi sebuah keniscayaan, dan hal 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Teori analisis menggunakan teori 

perbandingan hukum sebagai bentuk upaya menganalisis perbandingan Fatwa 

Nahdatul Ulama dan Fatwa Muhamadiyyah pada kasus politik uang. 

Metodologi penelitian tentang Hukum politik Uang menurut Fatwa Nahdatul 

Ulama dan Muhamadiyyah menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan yuridis Normatif, penelitian deskriptif kualitatif menggunakan  library 

research/kajian kepuastakaan untuk mengumpulkan data , dengan teknik analasis 

data dengan cara menghimpun, menganalisa dan menyimpulkan penilitian. Pada 

penelitian ini fatwa menjadi sumber primer sebagai objek analisis, kitab turost 

menjadi sumber sekunder untuk bahan penelitian, dan jurnal,artikel dan makalah 

sebagai sumber tersier untuk menunjang tercapai ketepatan penelitian. 

Hasil penelitian diatas menyatakan bahwa (1). Fatwa Nahdatul Ulama 

menetapkan hukum politik Uang dengan Hukum Haram, Mubah, Wajib, sedangkan  

Muhamadiyyah Menetapkan Hukum mutlak keharamannya. (2). Dasar hukum yang 

dipakai oleh Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah menggunakan Al-Qur’an, 

Alhadist, Kaidah Fiqh, Ijtihad, pendapat para ulama. (3). Faktor yang 

mempengaruhi perbedaan terletak pada penggunakan kaidah fiqhiyyah dan 

orientasi keislaman, Nahdatul Ulama Tradisional, Muhamadiyyah Moderat.  
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